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KATA PENGANTAR

Assalamu ¢ alaikum Wr. Wh.

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah sang pencipta langit dan bumi,
penentu antara hidup dan mati, atas segala rshmat dan hidayahnya yang dilimpahkan
kepada seluruh umat manusia, termasuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripst
ini yang akan diajukan untuk memenuhi gelar sarjana hukum. Sebagat bagian dari bangsa
Indonesia, saya merasa sedih dan sangat pribatin ketika dunia internasional memberikan
predikat Negara ‘terkorup di Asia (The big five) kepada Indonesia. Oleh karena itu
tergerak hati saya untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya pemberantasan
tindak pidana korupsi dengan tujuan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat
maksimal. Skripsi ini mencoba membahas tentang sistem pembuktian terbalik terbatas
yang diatur dalam Undang-undang Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sekaligus melihat pelaksanaan sistem tersebut dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang

telah memberikan dukungan kepada penulis baik materill maupun nonmatenal,

diantaranya:

1. Allah SWT, pencipta alam semesta yang telah memberikan segalanya
kepada penulis.

2. Nabi Muhammad SAW, manusia terpilih yang telah merubah jaman
menjadi lebih baik.

3. Kedua orang tua, bapak H. kohar dan Hj Ibu fai’latun yang selalu ada di
hati.

4. Adikku, Dwi fatmawati yang selalu ada di hati serta suadaraku

5. Ibu Septi Nurwijayanti yang dengan sabar dan ikhlas membimbing
penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Iwan Satriawan yang juga dengan sabar dan ikhlas membimbing
penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Endrio selaku dekan fakuitas hukum UMY.
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9, Scluruh pihak yang telah meémberikan dukungan dan bantuan dalam
penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu (maaf
yah..).

Penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak terlepas dari
kesalahan, oleh karena itn penulis membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada semua
pihak yang ingin memberikan kritik dan sarannya. Semoga tulisan ini bermanfaat dalam
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tercinta. Amin.

Assalamu ¢ alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Oktober 2008

Penulis

Faimal Kamalundin T nil
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